
PARAF KOOROINASI
Asistcn/l/lljl L1 J
Kabng nukum !z
Klldls/Kllbng Pengnluh \t!._

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah -daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang
Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerab
sebagaimana telab diubab beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang
Pemerintaban Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memperoleh persetujuan bersarna;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2019 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum APBD serta
prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

BUPATILOMBOKTIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2019

TENTANG

PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR
NOMOR 4 TAHUN2018

BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia T:qUl;l:,;:2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran N~gara.Repttb!ik'I,n4oQ.eshtNomor 4421);

7. Undang~Und~g.'f:+.loiriot"",'~3i:t~~~;i~004 tentang Perimbangan
Keuangan' antara Pemerlntah 'Pu:~t dan Pemerintahan Daerah
(Le~batap."N~gar~,~epublik·Inqon~:sia~ahun 2004 Nomor 126,
Tambah~, LembaI'~ N~~araR~pubiik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Up,dang N.()mp~.'28T~un' }i009 tentang Pajak Daerah
dan RetribpSi' Dar;~ :..(Lemt#ran:i:~egara Republik Indonesia
Tahun 2009"Nomor 130,'Tauii)8llan:Lembaran Negara Republik

,~--, \ ',' :. _',' ,- .

Indones~:Noplor f?Q4~);_', "','
9. Undang.:tJnd~g 'N(;rhot:S +ail{ili 2C)l4 tentang Aparatur Sipil

Neg~'",(~tn,ba,r8J.l. :.•NegaJ:'~,~publik ".Indonesia Tahun 2014
Nom~r.'.~,Tambahart 'lAhi~'Negam Nomor 5494);

10.Undan~~tind~g'Noxhor 6'Tah~ ~0.14 tentang Desa (Lembaran
Negara R~publik J:r!90nesia.1tdtun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 5679);

12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4693);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5165);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan WalcilKepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4575);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah. (~mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005.;NQi{Jor138, Tambahan Lembaran
Negara Reptibllk' Indon~~ia~'~(jIri()f'4576) sebagaimana telah
diubah dengan ~eJ,"E(tqt$llPernerint:ab Nomor 65 Tahun 2010

\'" ',_,' ;... _.. ..-'. ""'V:>:,'.::':':" >:..\;" ',,-~":,:' '\.:1::.::,:""',._ "

tentang····.Pe~~¢lan AUis.. pera~ Pemerintah Nomor 56
Tahun .2qq~( tentang '.Siste~ In{onnasi Keuangan Daerah

,';-. ,-:~,/,~""..,. .'\" ..~../'i f'" "".~--- "'.. "' .. :: ..,'::. ~,"\':
(Lembar~, Neg8f~',Rep*blikIn~orie~~aTahun 2005 Nomor 110,
Tamb~arr.Lemb~~,Negara R~PllPJUt,IndonesiaNomor5155);

••.... - - ': L I, .... - •.'-1 :.',_ '" ': i/'" -'" ,,' .

17.Peraturan \·;·Peme!jntah.,'NorQQr.",58 .Tahun 2005 tentang
Pengelolaan. KeuaDgah Daerah, ;(LeIDbaran Negara Republik
Indonesia T~un 2005 NOIllor ''140, Tambahan Lembaran

.::"" I' ., "" r" .,._' " .:/.,' , ..•.. ,'" ;

Negara ~epubliklndone$ij;l' ~()trioi'457'8);
18. Peraturan Pe~rintah Nomo~'8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keu~g~'~dan":KiIi.~rja.llist:ittsi 'P~nierintah (Lembaran Negara
Republlk-'' Indonesia Tah.oo 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran'Negara Republik In4bn~si~Nomor4614);~'..'. ,.
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26. Peraturan Me,nteriDalani:N~f>~'f~(;>r;rtor13 Tahun 2006 tentang
Pedeman,...,P~~gf!lolEJ.~r,,,:Keu~~#'~ (~aerah sebagaimana telah
diubahter&drlI-/de~gan ~era~ ~~nteri Dalam Negeri Nomor
21 Tah~; 20fl,.tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri D~"Neg~,',N9JIlor,:la,T~un 2006 tentang Pedoman
Pengeiolaari"J{euangan'Daerah; '" ," " ,

27. Peratui~ M~nteJj'Pa.Iarn.N~geti,Noinor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman , P~mberian '" l:I~bah",'dan' :Bantuan Sosial Yang
Bersu1ntJer,''darl '.Ai1~ :Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berlta. Neg~U"a:"Repu1;llUt,':Irid9pesia.'l'abun 2011 Nomor 450)
sebagaiDtana:' tel.~ :'diubah" be~pa kali terakhir dengan
dengan PeratlJran Menter!,O~ Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahmi'Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 20i1 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 465);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 825);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

30. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

25. Peraturan Presiden j\l()~or'16;;'T.ah~ 2018 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Perrierintah>(Le~baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018';Nomor::S3};:, ' \\ :,'

, ' , ." -~ . ._
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33. Pera~,. Daerah Nomor 11 TahUD 2010 tentang Retribusi
Golongari,;~Jasa'um#' (LembaIari":Da~rah Kabupaten Lombok
Timur: Tahun 2010 Nomor 11" T~~ahan Lembaran Daerah
Nomor, 4»;'sebaga;rn~a telah diubah beberapa kali terakhir
dengan. P~ratur8n: Daerah ;'MOlllor 'I Tahun 2018 tentang
Perubahan 'Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2010 'teritang"""Retnbusi G6i~r1g~'Jasa Umum (Lembaran
Daerah ~bupa~n ..",LomboK,Timpr Tahun 2018 Nomor 1,
Tanib8han Lembaran Daerab Kabupaten Lombok Timur Nomor
1);

34.Peraturan Daerah 'Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi
Golongan Jasa' Usaha (Le~b8ran Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 5);

35. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi
Golongan Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 6);

36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 4);

37. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten LombokTimur Nomor 4);

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok
Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten LombokTimur Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten
Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 3);

32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2016 tentang :PerubaliBn 1\.1:8.8Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2010 tentang. Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tabun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten LOmbok Timur Nomor 5);... . '" ' ,
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Rp64.322.344.080,
Rp48.925.990.087,-

(1) Pendapatan",Daerah"sebagajnjana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a terdiridan: ' " ,
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp294.930.638.246,-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp1.907.390.895.692,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah sejumlah Rp545.801.295.546,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah
b. Retribusi Daerah sejumlah
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan sejumlah Rp22.436.841.912,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang

sah sejumlab RpI59.245.462.167,-

Pasal 2

RpO,-

Rp30.994.455.000,
Rp4.000.000.000,

Rp26.994.455.000,-

Pasall

Anggaran Pendapatan dan'. -Betahla Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun AIlggaran 201'9,'~eb~ai berikut:
a. Pendapatan. ; , "", ,Rp2.748.122.829.484,-
b. Belanja' Rp2.775.117.284.484,-

Surplusj(d~,$it) \, (Rp26.994.455.000,-)
c. Pembiay~ Daet~ i " ,',

1. ,Penerfrhaan ,:': .,,','
2. .Pengeluaran.: '"

. _." \

Pembiayaan Netto ,
Sisa'Lebih Pembiayaan ArlggarEln'
tahun 'berk~ri~:'t ,',. :,'" ' "

Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGANGGARANPENDAPATANDAN
BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2019

MEMUTUSKAN:

BUPATILOMBOKTIMUR

dan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR

Dengan Persetujuan Bersama
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Pasal4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf c terdiri dari:
a. Penerimaan sejumlah Rp30.994.455.000,-
b. Pengeluaran sejurnlah Rp4.000.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dati jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

sebelumnya (SiLPA)sejumlah Rp30.994.455.000,-

Rp81.640.121.920,
Rp612.560.177.733,
Rp483.199.183.842,-

RpO,
Rp 0,

Rp57.404.900.000,
Rp29.936.200.000,
Rpl1.324.833.417,-

(1) Belanja Daerah sebagaimanadjmaksud dalam Pasal 1 huruf b
terdiri darl :.' .... ..... .'

a. Bel~ja Tid* Langs~gSe.iu,!n}ah ;Rp1.597.717.800.989,-
b. Belanja.ufilgsung'SejuInlah. .' Rp1.177.399.483.495,-

(2) Belahja Tid~ LaIlg~~g..~b~~~a.:.dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri darijenis belanja :
a. Belanja.'::p~g~w~·s~j}lntl~/.~""'......Rp1.055.349.562.503,-
b. Belanja )~JungasejlimIah
c. Belanja SUbsidi sejumlah
d. Be1a:nja.Hibah 'sejUJDJah
e. Be¥mja.Bantuan Sc)sialaejUmlah
f. B~larij~BagiHasil sejumlflh.
g. BelaJ?-~~'IJantuariKetWtPn .... ,

eejumlah Rp438.702.305.069,-
h. Belanja:'tidak terduga sejWnIah Rp5.000.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b
terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal

~::Pasa13.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf
b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp110.848.281.692,-
b. Dana AlokasiUmum sejumlah Rpl.189.314.927.000,-
c. Dana AlokasiKhusus sejumlah Rp607.227.687.000,-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Hibah sejumlah Rp137.941.297.000,-
b. Dana Darurat sejumlah RpO,-
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp91.056.510.546,-
d. Dana Penyesuaian (Dana Desa) Rp316.803.4BB.000,-
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah

Daerah lainnya sejumlah RpO,-
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lID;
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebe1umnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

RpO,-

RpO,
RpO,
RpO,
RpO,-
huruf b

RpO,-

-8-

1. Lampiran XlI

f. Larnpiran Vl

g. Lampiran VB
h. Lampiran VIII
l. Lampiran IX

J. LampiranX

k. LampiranXI

e. Lampiran V

d. Lampiran IV

c. Lampiran III

..

Pasal5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan 8elanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran I Ringkasan APBD;
b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan

Pemerin tahan Daerah dan Perangkat
Daerah;
Rincian APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program
dan Kegiatan;
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari jenis pembiayaan :
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah

Daerah sejumlah Rp4.000.000.000,-
c. Pembayaran pokok utang sejumJah RpO,-
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah RpO,-

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah

yang dipisahkan sejumlah



PARAF KOORDJNASI
ASisten/I/I1/111 /.
Knbng Hukum {
"" dis/Kubng Pcngolnh \IW.

'-

LEMBARANOAERAHKABUPATENLOMBOKTIMURTAHUN2018 NOMOR4
NOREGPERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMURPROVlNSlNUSA
TENGGARABARAT: 95/2018

Oiundangkan di Selong
pada tanggal 28 Oesember 2018

SEKRETARISOAERAH
KABUPATENLOMBOKTIMUR,

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 28 Desember 2J8

P BUPATILOMBOKTIMUR'r
<:

~
./

~M. SUKIMANAZMY....

Pasal 7
Peraturan Oaerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Oaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Oaerah Kabupaten Lombok Timur.

Pasal6
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan.

Oaftar Pinjaman Oaerah dan Obligasi
Oaerah.

m. Lampiran XIII
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